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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara perkiraan PPh 

Pasal 21 dan Biaya PPh Badan Mebel Mertojoyo dengan menggunakan metode net 

atau metode gross-up yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan teknik 

kuantitatif dalam penelitian deskriptif. Pengolahan data dengan kompilasi data 

keuangan dan perbandingan antara Net Method, Gross-Up Method, dan Gross 

Method menggunakan metode pengujian tertentu.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang digunakan 

oleh Mertojoyo Furniture sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku, dengan perbandingan proses netto, gross up, dan gross Mertojoyo 

Furniture. Para pekerja Mebel Mertojoyo menggunakan pendekatan net dalam 

metode pemotongan pajak. Apabila ditinjau dari segi besarnya pajak maka dengan 

metode net Mebel Mertojoyo menanggung PPh terutang per tahun sebesar Rp. 

2.881.000.512, jika Mebel Mertojoyo menerapkan Metode Gross Up maka Mebel 

Mertojoyo harus mengeluarkan Rp. 3.033.180 selama satu tahun dalam 

memberikan tunjangan kepada Karyawan. Sedangkan dengan Metode Gross atau 

pajak penghasilan dibebankan kepada karyawan maka Mebel Mertojoyo dapat 

menghemat Rp. 2.881.512, dengan demikian maka diketahui bahwa dengan 

menggunakan metode Gross Mebel Mertojoyo akan dapat menghemat pengeluaran 

dan lebih menguntungkan. 

 

Kata Kunci : Perbandingan, Net Method, Gross Method, Gross-Up Method, 

Penghasilan Badan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pertumbuhan nasional terus 

berlangsung. Tentunya dibutuhkan modal yang sangat besar dalam upaya 

mewujudkan pertumbuhan bangsa dan negara. Jika peluang internasional tidak 

diabaikan, salah satu indikasi kebebasan suatu bangsa dalam mendorong 

pertumbuhan adalah dengan memanfaatkan seluruh potensinya. Pajak merupakan 

sumber utama aset rumah tangga. 

Pajak merupakan pungutan wajib yang manfaatnya tidak langsung dialami 

oleh masyarakat. Pajak merupakan pemasukan negeri terbesar di mana kontribusi 

dari penerimaan pajak itu sendiri digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan 

suatu negara. Tanpa perpajakan, penyelenggaraan pemerintahan tidak mudah 

dilaksanakan, meskipun Commanditaire Vennootschap (CV) dan pungutan 

UMKM merupakan biaya dan akan menurunkan laba bersih bagi usaha. Dengan 

demikian, manajemen bertujuan untuk bekerja menyusun strategi bagi organisasi 

untuk mencapai manfaat yang diharapkan (Mulyani et all 2012). 

Akan ada upaya yang sah dan tidak bermoral untuk menghemat pajak. Salah 

satu cara hukum wajib pajak akan menggunakan celah hukum saat ini untuk 

menjadwalkan pajak tanpa melanggar undang-undang terkait. Salah satu rencana 

perpajakan itu adalah pengolahan PPh Pasal 21 bagi pekerja korporasi. Mardiasmo 

(2013: 188) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak 

penghasilan yang dikenakan oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagai penghasilan, 

honorarium, imbalan, atau imbalan lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan. Negara Perkiraan PPh Pasal 21 mencakup 3 alternatif dari 3 prosedur: 

metode neto, metode bruto, dan metode gross-out (Chairil Anwar Pohan, 2010). 

Dalam situasi ini, Net Method mensyaratkan korporasi untuk menanggung 

pajak seluruhnya dalam bentuk Naturale / Enjoyment dan tidak memenuhi syarat 

untuk dikeluarkan dari pendapatan kotor perusahaan pada tahun pajak dan 

pendapatan pekerja tetap ada selama pajak terhutang. Sudah dibebankan dan beban 

pajak pada perusahaan segera naik. Dalam hal ini, untuk Gross Method, Pasal 21 

adalah metode di mana pekerja dikeluarkan dari laba bersih yang dikumpulkan oleh 

mereka atau diperoleh selama tahun pajak atau tahun pajak dan organisasi tidak 

memfasilitasi pendanaan bagi karyawan dari Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 21 dan 

tanggung jawab pajak badan segera berkurang. 

 



Gross-up adalah bentuk dimana pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, jika tidak 

ada pengurangan dari gaji bersih yang dibayarkan atau diperoleh, diberikan oleh 

korporasi sebagai kredit pajak, atau sebagai pengurang pendapatan kotor dan 

pendapatan kotornya jumlah penerimaan pajak. Dalam hal ini, biaya Pajak 

Penghasilan (PPh) badan akan turun dari sistem bruto tersebut di atas sesuai 

proporsi Pasal 21 yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan. Dan dari ketiga 

metode tersebut, Gross-Up adalah pilihan paling efektif untuk semua pihak, karena 

tax allowance akan meminimalkan beban pajak bisnis dan memaksimalkan uang 

yang dihasilkan oleh pekerja. 

Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah salah satu langkah awal 

administrasi perpajakan. Perencanaan pajak biasanya berpusat pada penghapusan 

kewajiban pajak. Penjadwalan pajak biasanya dimulai dengan penentuan transaksi 

atau fenomena kena pajak. Setiap wajib pajak juga perlu mengontrol pemungutan 

pajak dari semua tindakan dengan cermat. Perlu juga disebutkan bahwa persiapan 

pajak merupakan mekanisme untuk mengevaluasi faktor-faktor perpajakan dan 

non-pajak yang berlaku untuk menentukan apakah, di mana, dan dengan siapa 

transaksi (pihak mana) dilakukan, serta hubungan komersial yang memungkinkan 

beban pajak acara pajak harus diselesaikan. Itu terjadi. Itu baru saja terjadi. 

seminimal mungkin dan sesuai dengan prioritas bisnis (Suandy, 2016). 

Perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah minimum 

pajak yang terutang tidak sama dengan penyelundupan pajak dan sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Hukum yang dikenal dalam hukum adalah 

persiapan pajak. Tidak hanya pajak perusahaan dapat direncanakan, tetapi 

pembayar pajak pribadi juga dapat dikenakan biaya. Tujuannya bukan untuk 

berhenti membayar pajak, tetapi untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan 

oleh wajib pajak perorangan dan perusahaan hanyalah jumlah yang wajar. 

Perencanaan pajak menawarkan kepada pembayar pajak kemampuan untuk 

menghemat pengeluaran dan meningkatkan keuntungan dan pendapatan pajak 

(Sumadi 2014).  

Mertojoyo Furniture dipilih sebagai lokasi penelitian oleh peneliti di Kota 

Malang, karena Mertojoyo Furniture Kota Malang merupakan perusahaan yang 

secara hukum wajib memungut pajak baik pekerja maupun tempat usaha. Kegiatan 

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Gross Up dalam penghitungan 

pajak penghasilan Mertojoyo Furniture di Kota Malang dan untuk mengetahui hasil 

penerapan metode Gross Up dalam penghitungan pajak perusahaan Mertojoyo 

Furniture terhadap metode Net Mertojoyo Furniture saat ini. Kota Mebel 

Mertojoyo. Peneliti juga dilibatkan dalam melaksanakan studi di bawah judul 

tersebut “Perbandingan Metode Net dan Metode Gross Up Sebagai Strategi 

Penghematan Pembayaran Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Mebel 

Mertojoyo Kota Malang)”. 



1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah untuk analisis ini adalah sebagai berikut, berdasarkan 

konteks yang tertulis diatas : Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang paling 

efisien terhadap beban PPh Badan Mebel Mertojoyo, apakah dengan menggunakan 

Metode Net, atau Metode Gross-up, Gross pada Tahun 2018? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berikut telah diidentifikasi berdasarkan pengenalan 

masalah diatas yaitu untuk menguji perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan 

menggunakan Metode Net, atau Metode Gross-up yang paling efisien terhadap 

Beban PPh Badan Mebel Mertojoyo. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

berguna untuk: 

1. Bagi Perusahaan, Kajian ini dimaksudkan agar pelaku usaha memiliki 

pedoman tentang penyusunan pajak penjualan pasal 21 dan pajak 

penghasilan badan. 

2. Bagi peneliti berikutnya, Rincian PPh Pasal 21 dan penyusunan pajak 

badan dapat digunakan oleh peneliti berikutnya sebagai bahan referensi 

dan sumbangan informasi. 

3. Bagi Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Penelitian ini dapat 

digunakan untuk menambah bacaan di perpustakaan Universitas 

Tribhuwana Tunggadewi untuk memperbaiki dan menambah wawasan.
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